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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

1. Penerapan sanksi terhadap wali nikah ayah tiri merupakan suatu hal yang tidak 

mungkin untuk dilaksanakan. Karena dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan, tidak ada disebutkan mengenai aturan atau pun 

sanksi terhadap wali nikah ayah tiri dalam perkawinan. Dalam Kompilasi 

Hukum Islam juga tidak ditemukan adanya aturan yang mengatur tentang 

masalah wali nikah ayah tiri dalam perkawinan. Hal ini tentunya merupakan 

suatu penyebab adanya ayah tiri yang memberikan perwaliannya dalam 

perkawinan tidak dapat dikenankan sanksi. Karena tidak ada dasar hukum 

yang dapat dijadikan dasar untuk dapat menerapkan sanksi kepada wali nikah 

ayah tiri tersebut. Dan tentunya hal ini juga yang menjadikan ayah tiri berani 

memberikan perwaliannya dalam perkawinan karena tidak adanya aturan atau 

pun sanksi terhadap wali nikah ayah tiri dalam perkawinan.  

 Ada pun status dari kasus yang telah diteliti, akan ditindak lanjuti oleh pihak 

Kementrian Agama Kabupaten Boalemo, dengan cara memeriksa kembali 

data mengenai pasangan tersebut yang telah melakukan perkawinan dengan 

menjadika ayah tiri sebagai wali nikah dalam perkawinan. kemudian pasangan 

suami istri tersebut akan diberi sanksi berupa pembatalan buku nikah dan 

dilakukan akad nikah ulang dengan wali nikah yang sah menurut Undang-

undang. 
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2. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya wali nikah ayah tiri dalam perkawinan 

di Desa Wonggahu yaitu karena kurangnya pengetahuan masyarakat Desa 

Wonggahu tentang Undang-undang yang mengatur tentang wali nikah dan 

faktor Kurang Efektifnya Sosialisasi yang dilakukan oleh Pihak Pemerintah 

KUA Kecamatan Paguyaman terhadap masyarakat Desa Wonggahu mengenai 

Undang-undang perkawinan. Sehingga masyarakat Desa Wonggahu masih 

menjadikan ayah tiri sebagai wali nikah dalam perkawinan disebabkan ketidak 

pahaman mereka terhadap Undang-undang perkawinan. Hal ini merupakan 

tugas dari pihak pemerintah untuk mengevaluasi kembali baik dari segi sumber 

daya manusia (SDM) yang bekerja di KUA Kecamatan Paguyaman atau pun 

dari segi cara sosialisasi yang lebih efektif lagi agar seluruh masyarakat yang 

berada di Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman dapat memahami dengan 

jelas tentang Undang-undang Pekrawinan ini, baik masyrakat yang ada di 

lingkungan Kantor KUA Paguyaman sampai dengan masyarakat yang berada 

di pelosok Desa-desa yang berada di Kecamatan Paguyaman. 

5.2 Saran 

  Adapun saran yang hendak penulis sampaikan ada beberapa hal, 

yakni sebagai berikut : 

1. Untuk mengatasi masalah wali nikah ayah tiri ini, diharapkan pemerintah 

membuatkan suatu aturan yang mengatur tentang masalah wali nikah ayah 

tiri dalam perkawinan ini, dan berserta sanksi yang tegas bagi siapa saja 

yang memberikan perwaliannya kepada anak tirinya. Agar tidak terjadi 

lagi masalah perkawinan dengan menjadikan ayah tiri sebagai wali nikah 
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dalam perkawinan pada masyarakat, khususnya kepada masyarakat Desa 

Wonggahu Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. 

2. Untuk mengatasi masalah wali nikah ayah tiri dalam perkawinan ini 

diharapkan juga keterlibatan masyarakat Desa Wonggahu untuk 

membantu Pemerintah Kementrian Agama Kabupaten Boalemo dan juga 

KUA Kecamatan Paguyaman untuk mensosialisasi kepada masyarakat 

Wonggahu lainnya yang belum mengetahui tentang siapa-siapa saja yang 

berhak menjadi wali nikah dalam perkawinan dan juga siapa saja yang 

tidak berhak. Dan penulis juga menyarankan kepada masyarakat Desa 

Wonggahu untuk lebih memperhatikan lagi syarat-syarat apa saja yang 

harus dipenuhi ketika melakukan suatu perkawinan, terutama masalah 

perwalian agar perkawinan yang hendak dilakukan sah menurut hukum 

yang berlaku.  
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